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Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami 

curahkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan 

Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul 

“Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”. Buku ini 

merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Daerah. 

Akuntabilitas kinerja menurut Inpres nomor 7 Tahun 1999 

merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

Pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) 

ini terangkum dalam sebuah laporan, yaitu Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

LAKIP bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai 

akuntabilitas kinerja (Akbar, dkk. 2015). Melalui LAKIP, kinerja 

pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas 

kinerja (Nurkhamid, 2008). Aturan tentang LAKIP secara teknis 

terdapat dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
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nomor 589/IX/6/Y/1999 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan 

Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Implementasi sistem pengukuran kinerja pada pemerintah mulai 

dilakukan sejak ditandatanganinya Instruksi Presiden nomor 7 tahun 

1999 oleh Presiden B. J. Habibie. Pengukuran kinerja adalah proses 

mengawasi dan melaporkan tingkat pencapaian suatu program dan 

kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

organisasi secara berkelanjutan (GAO, 2005b dikutip dalam Nurkhamid, 

2008). Pengimplementasian sistem pengukuran kinerja diharapkan 

dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerja mereka 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, efisiensi, dan efektifitas 

layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan 

pembuatan keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik 

(Mardiasmo, 2004). Mahmudi (2010) dalam Nurkhamid (2008) 

menyatakan bahwa pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat 

dengan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor 

pendorong terciptanya akuntabilitas di sektor public. 

Walaupun pelaksanaan sistem pengukuran kinerja maupun 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja telah lama 

diamanatkan, namun sampai saat ini masih terdapat masalah. 

Nurkhamid (2008) menyatakan bahwa permasalahan dapat muncul 

pada tahap pengembangan sistem pengukuran kinerja maupun pada 

tahap penggunaan hasil dari implementasi sistem pengukuran kinerja. 



 

v 

Selain itu dalam pencapaian akuntabilitas kinerja masih terdapat 

banyak masalah, hal ini disebabkan karena heterogenitas institusi 

pemerintah dalam hal ukuran, aset, populasi, sumber daya manusia, 

kemampuan keuangan dan kemampuan manajerial yang menyebabkan 

perbedaan hasil akuntabilitas. 

Oleh karena itu Kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan 

karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada 

kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan 

terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan 

konstribusi dalam proses penyusunan buku ini. 

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya 

Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran 

dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap 

semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin. 

 

 

Bandung,  Maret 2023 
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PERSOALAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH 

 

A. PENGANTAR 

Sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1999, tuntutan 

masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pada instansi 

pemerintah semakin meningkat. Selain itu tuntutan yang sama juga 

datang dari negara-negara donor terkait dengan agenda pemulihan 

ekonomi Indonesia karena krisis multidimensi yang terjadi. Hal ini 

menyebabkan pemerintah harus berusaha untuk memperbaiki kinerja 

mereka. Agar dapat memperbaiki kinerja mereka, maka pemerintah 

perlu untuk mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja (Astuti 

dan Wibowo, 2011).  

Implementasi sistem pengukuran kinerja pada pemerintah mulai 

dilakukan sejak ditandatanganinya Instruksi Presiden nomor 7 tahun 

1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Pengukuran kinerja adalah proses 

mengawasi dan melaporkan tingkat pencapaian suatu program dan 

BAB  
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KONSEP DAN TEORI KEORGANISASIAN 
 

A. PENDAHULUAN 

Konsepsi lebih luas, konflik juga memunculkan semua elemen 

organisasi dalam arti pluralism dan organisasi menjadi lebih dinamis, 

karena adanya perbedaan. Diversitas dapat menjadi kekuatan bagi 

organisasi.  Dalam kerangka ini, sebuah organisasi dapat menyusun 

agenda untuk memperjuangkan diversitas yang kemudian menjadi 

semangat yang masuk dalam DNA organisasi. Keragaman ini tidak 

dapat disangkal dan telah menjadi identitas organisasi (Mohammed 

dan Angel 2004). Satu hal yang harus dipahami tentang keragaman 

adalah bahwa setiap manusia memiliki sifat, karakter, harapan akan 

sesuatu, kapasitas tertentu, prinsip-prinsip kehidupan, dan latar 

belakang yang berbeda. Konflik dapat menyebabkan sesuatu yang tidak 

menyenangkan dalam organisasi, memberikan pengalaman yang 

cenderung buruk untuk dialami. Konflik adalah perbedaan pendapat 

atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi dan 
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AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. PENGERTIAN AKUNTABILITAS  

Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni “accountability” yang 

berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas disini memiliki makna 

keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk 

diminta pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas berarti 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab 

dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum 

atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang 

menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. 

Menurut Miriam Budiardjo, akuntabilitas adalah pertanggung 

jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada 

yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna 

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui 

distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah, sehingga 

BAB  

3 



 

 

 

 
 

ANALISIS PERSOALAN AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

 

A. FAKTOR TEKNIS 

1. Keterbatasan Sistem Informasi  

Teknologi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

kesuksesan sebuah organisasi dalam pengimplementasian suatu sistem 

informasi. Organisasi yang tidak atau belum memiliki sistem teknologi 

informasi yang lengkap sering menghadapi masalah serius dalam 

pengukuran kinerja, seperti perbedaan definisi data, kemudahan untuk 

mengakses data dan jumlah dalam pengumpulan data (Kravcuk dan 

Schank, 1996). Pendapat tersebut didukung oleh Poole et al., (2001) 

yang menyatakan bahwa organisasi yang tidak memiliki teknologi yang 

tepat dan memadai biasanya akan mengalami kesulitan ketika 

mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi produk atau jasa 

yang sudah dihasilkan. Penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk 

akuntabilitas dan mendukung pembuatan keputusan kemungkinan 
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PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Ella menyatakan 

bahwa: 

1. Faktor teknis yaitu keterbatasan sistem pengukuran kinerja dan 

kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak memiliki pengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil ini juga didukung oleh 

pendapat responden yang diwawancarai melalui analisis data 

kualitatif. Hal ini diakibatkan oleh masih dilakukannya 

pengumpulan data atau informasi secara manual oleh dinas. Selain 

itu keterbatasan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan sistem pengukuran kinerja menjadi tidak penting 

karena besarnya pengaruh dari berbagai peraturan dan ketentuan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengharuskan adanya 

pertanggungjawaban setiap tahun. 
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